BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dimuat, maka
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara yuridis penerapan sanksi pidana terkait Undang-Undang No 32
tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang terjadi di Desa Bintalahe Kecamatan Kabila Bone memenuhi unsur
pidana mengingat semua unsur yang di telah di tetapkan oleh Undang-
Undang tersebut dapat terpenuhi, tetapi yang menjadi lumpuhnya
penegakan hukum terkait permasalahan lingkungan tersebut ialah
kurangnya kepekaan aparat penegak hukum serta lemahnya peran
masyarakat yang dikarenakan keterbatasan pengetahuan dibidang hukum
sehingga menyulitkan mereka untuk melakukan aduan dan menjalani
proses hukum kedepannya.

2. Faktor — faktor yang menghambat tegaknya penerapan sanksi pidana
terkait UU Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup di Desa Binthalahe Kecamatan Kabila Bone yakni sebagaimana
disampaikan oleh Emil Salim bahwa lingkungan hidup berlawanan dengan
pembangunan. Mengingat kita masih melarat, pembangunan harus
didahulukan dari lingkungan hidup. Sehingga permasalahan yang terjadi di

Desa Bintalahe Kecamatan Kabila Bone juga menghadapi problematika
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yang mengharuskan di utamakannya sebuah pembangunan dari pada

dampak pembangunan itu sendiri.
5.2 Saran

Pada akhirnya saya selaku penulis dalam kesempatan ini dapat
memberikan saran terhadap penegakan sanksi pidana dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

1. Komponen yang termuat didalam aspek Lingkungan Hidup merupakan hal
yang sangat mendasar dalam menciptakan lingkungan yang baik oleh
karenanya jangan menganggap sebagai masalah yang mudah dalam
konteks yang bersinggungan langsung dengan masalah lingkungan hidup.

2. Penerapan sanksi pidana secara premium remedium harus benar-benar
dilaksanakan tanpa menilai kecil atau tidaknya suatu kasus lingkungan
hidup.

3. Efisiensi pengawasan dibidang lingkungan hidup sejatinya adalah tugas
dari seluruh masyarakat, oleh karena itu fungsi interaksi yang baik antara
aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat harus terjalin dengan
baik.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup diciptakan sebagai pemecah masalah antar
lintas sektoral sehingga jangan dijadikan sebagai regulasi terbatas saja.

5. Penerapan sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terlepas
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dari integritas dari aparat penyelenggara, maka hendaklah dalam
penegakan dalam pelaksanaan sanksi pidana jangan terorientasi pada

sumber dampak saja akan tetapi prioritaskan aspek yang terkena dampak.
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